
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR : 15 TAHUN: 1986__________ SERI B__________ NO. 4
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR :5 TAHUN 1985

TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DI PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

f a. bahwa pengambilan Air Bawah Tanah di Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah harus memperhatikan 
pola pengaturan pengelolaan Air Bawah Tanah yang 
didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan 
kelestarian.

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang 
perlu mengatur pengambilan Air Bawah Tanah dengan 
Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah;
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2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem­
bentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang 
Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pe­
ngairan;

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok- 
pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 
Tata Pengaturan Air;

8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 
03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983 
tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-Pw.07.03 
Tahun 1984tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil;

10. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04- 
Pe.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber 
Daya Mineral noriior 392.K/526/060000/85 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Tingkat I Jawa Tengah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENG­
AMBILAN AIR BAWAH TANAH DI PROPINSI 
DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah;
b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat n di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
c. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pe- 

ngandung air dibawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air 
yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

d. Perusahaan pemboran Air Bawah Tanah adalah perusahaan yang sudah 
mendapat ijin usaha untuk bergerak dalam bidang pemboran Air Bawah 
Tanah;

e. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 
perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dari peri kehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;

f. Dampak Lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan 
oleh suatu kegiatan;

g. Analisa Dampak Lingkungan (Andal) adalah studi mengenai dampak 
suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup;

h. Penyediaan Informasi Lingkungan (PIL) adalah suatu telaah secara 
garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, rona 
lingkungan tempat kegiatan dan kemungkinan timbulnya dampak oleh 
kegiatan tersebut serta rencana tindakan pengendalian dampak negatip-
nya.

i. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah adalah ijin pengambilan Air Bawah 
Tanah untuk berbagai macam keperluan.

J. Biro Bina Pengembangan Produksi adalah Biro Bina Pengembangan 
Produksi Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

K. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tenga
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BAB n

PERIJINAN 
Raglmi PfftMUI

WeWMMg

PSsal2

(1) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum rumah 
tangga, industri, peternakan dan pertanian, irigasi, pertambangan, usaha 
perkotaan dan untuk kepentingan lainnya, hanya dapat dilaksanakan setelah 
mendapatkan ijin dari Gubernur Kepala daerah.

(2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
a. Ijin pemboran Air Bawah Tanah.

b. Ijin pemakaian Air Bawah Tanah.

(3) Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah dimaksud pada 
ayat (2) pasal ini, dikeluarkan berdasarkan saran teknik yang bersifat me­
ngikat dari Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

(4) Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 3

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 
2 Peraturan Daerah ini, Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah 
dari Gubernur Kepala Daerah tidak diperlukan bagi:

a. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas tertentu;

b. Keperluan penelitian dan penyelidikan.

(2) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum dan 
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, 
meliputi:

a. Pengambilan Air Bawah Tanah dengan menggunakan tenaga 
manusia dari sumur gali;

b. Pengambilan Air Bawah Tanah dari sumur bor pipa (sumur 
pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 Cm);
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c. Pengambilan Air Bawah Tanah untuk rumah tangga bagi 
kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik sebulan, de­
ngan tidak menggunakan sistim distribusi secara terpusat.

(3) Pemboran/Pemakaian Air Bawah Tanah untuk rumah tangga bagi 
kebutuhan lebih dari 100 (seratus) meter kubik sebulan harus mendapatkan 
ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Pengambilan air dari sumber mata air yang dilakukan dengan cara 
menampung dan kemudian mengalirkannya dengan gaya beratnya sendiri 
secara alamiah, tanpa penurapan atau penggalian lapisan tanah sekitarnya 
serta tanpa menggunakan pompa air, dapat diberi ijin oleh Gubernur Kepala 
Daerah tanpa saran teknik dari direktur Direktorat Geologi Tata Lingku­
ngan.

Bagian Kedua
Tata cara Pemberian Ijin

Pasal 5

(1) Untuk mendapatkan Ijin pemboran dan Ijin pemakaian Air Bawah 
Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, 
pemohon yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada:

a. Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral:

b. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus 
dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Persetujuan prinsip dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah 
setempat;

b. Peta situasi berskala 1:10.000 dan peta topografi berskala 1: 
50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan Air 
Bawah Tanah, atau penurapan mata air;

c. Formulir isian Model III yang dikeluarkan oleh Direktorat

d. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Analisa Dampak 
Lingkungan (Andal) sesuai peraturan yang berlaku.
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Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah mengajukan permintaan 
saran teknik secara tertulis kepada Direktorat Geologi Tata Lingkungan 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya 
Mineral.

(2) Ijin Pemboran Air Bawah Tanah diterimakan bila pemohon telah 
melunaskan retribusi Ijin Pemboran Air Bawah Tanah tersebut pada Pasal 
18 Ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan menyerahkan lembar kedua dan 
ketiga dari Surat Ketetapan Retribusi yang telah diberi tanda Cash Register 
dari Kas Daerah.

(3) Pemohon menyetorkan retribusi Ijin Pemboran Air Bawah Tanah 
berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang diberikan oleh Instansi yang 
secara fungsional berwenang menangani Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian 
Air Bawah Tanah.

Bagian Ketiga
Masa berlaku dan Perpanjangan Ijin

Pasal 7

(1) Ijin Pemboran Air Bawah Tanah berlaku untuk waktu 6 (enam) 
bulan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas 
permintaan pemegang ijin.

(2) Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 
(tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin bila 
kondisi geologi dan kwalitas air masih memungkinkan.

(3) Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah diberikan setelah ada hasil 
pemeriksaan air dari laboratorium yang ditunjuk.

(4) Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, hanya berlaku untuk lokasi 
yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 8

(1) Permohonan Perpanjangan Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air 
Bawah Tanah harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala 
Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber 
Daya Mineral dan Direktur Diretorat Geologi Tata Lingkungan, selambat- 
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Ijin Pemboran dan 
Pemakaian Air Bawah Tanah berakhir, untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Setiap rencana penambahan lokasi atau perubahan dari Ijin Pem­
boran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah yang telah diberikan harus 
diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan 
kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur 
Direktorat Geologi Tata Lingkungan, untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keempat 
Pencabutan Jjin

Pasal 9

Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah dicabut karena:
a. Berakhirnya masa ijin dan tidak diperpanjang;
b. Tidak dapat menyelesaikan Pemboran Air Bawah Tanah dalam waktu 

yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
c. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin Pemboran Air 

Bawah Tanah.

Pasal 10

Pada saat berakhirnya masa ijin dan atau pencabutan Ijin Pemboran 
Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah 
ini, dilakukan dengan penutupan dan penyegelan.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 11

Pelaksanaan Pemboran untuk pengambilan Air Bawah Tanah harus 
dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah tanah atau Instansi 
Pemerintah yang bergerak di bidang pemboran Air Bawah Tanah.
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PlualU

(1) Pelaksanaan pemboran untuk mengambil Air Bawah Tanah harus 
sudah dapat diselesaikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Ijin pe­
ngambilan Air Bawah Tanah dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

(2) Apabila dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
belum dapat diselesaikan, pemegang ijin bersangkutan harus memberikan 
laporan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasan 
yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

(1) Pemegang Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah 
wajib melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala 
Daerah, Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan dan Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat dengan tembusan 
kepada Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Apabila dalam pelaksanaan pemboran untuk pengambilan Air 
Bawah Tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak 
lingkungan hidup, pihak yang melaksanakan pemboran tersebut diwajibkan 
menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera 
melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktur Direktorat 
Geologi Tata Lingkungan dengan tembusan kepada Direktur Jendral 
Geologi dan Sumber Daya Mineral.

*

Pasal 14

(1) Setiap pengambilan Air Bawah Tanah yang telah mendapatkan ijin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemegang ijin 
wajib melengkapi dengan meteran air atau alat pengukuran debet air.

(2) Penggunaan meteran air atau alat pengukur debet air sah apabila 
sudah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk oleh Gubernur 
Kepala Daerah.

(3) Pencatatan pemakaian Air Bawah Tanah dilakukan oleh petugas 
dari Instansi yang secara fungsional bertugas menangani pemberian ijin 
pemakaian Air Bawah Tanah.

(4) Berdasarkan pencatatan tersebut pada ayat (3) Pasal ini, Instansi 
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dimaksud pada ayat (3) menghitung retribusi yang terhutang dan menetap­
kan Surat Ketetapan Retribusi sebagai alat bagi pemegang ijin pemakaian 
Air Bawah Tanah untuk melunaskan retribusi dimaksud pada Pasal 18 ayat 
(2) pada Kas Daerah.

(5) Bukti setor Surat Ketetapan Retribusi yang telah diberi tanda Cash 
Register oleh Kantor Kas Daerah, lembar kedua dan ketiga disampaikan 
oleh pemegang ijin Pemakaian Air Bawah Tanah kepada Instansi Pemberi 
Ijin sebagai laporan pelunasan retribusi yang terhutang.

(6) Pemegang Ijin yang tidak melunaskan retribusi pada tanggal yang 
ditentukan dalam Surat ketetapan Retribusi dikenakan denda administratif 
sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah retribusi yang ter­
hutang dan penunggakan pembayaran retribusi s/d 3 (tiga) bulan dapat 
dikenakan penutupan/penyegelan sumur bor dan atau pencabutan ijin.

Pasal 15

Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan sebagaimana dimak­
sud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pembuangan air limbahnya harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan perundang- 
undangan yang berlaku.

BABIV
PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengendalian pengambian Air Bawah Tanah dilaksanakan oleh 
Direktorat Geologi Tata Lingkungan.

(2) Rencana pengambilan Air Bawah Tanah dengan debit lebih dari 50 
(lima puluh) liter per detik atau rencana pembuatan lebih dari 5 (lima) 
sumur bor untuk daerah seluas kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib 
melengkapi dengan studi kelayakan dan analisa dampak lingkungan (Andal) 
termasuk cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan pencemaran 
lingkungan hidup yang mungkin timbul.

Pasal 17

(1) Dalam hal terjadinya gangguan lingkungan hidup yang disebabkan 
oleh pengambilan Air Bawah Tanah, pemegang ijin tersebut diwajibkan 
segera menanggulanginya dan melaporkan kepada Direktur Direktorat 
Geologi Tata Lingkungan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala 
Daerah dan Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah setempat.
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(2) Dalam hal terjadinya atau diperhitungkan akan terjadinya bencana 
yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat oleh pengambilan Air 
Bawah Tanah, Gubernur Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Pengambilan 
Air Bawah Tanah.

BABV

RETRIBUSI UIN PEMBORAN DAN IJIN PEMAKAIAN 
AIR BAWAH TANAH

Pasal 18

(1) Setiap Ijin Pemboran Air Bawah Tanah dan perpanjangannya 
dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. Untuk usaha non komersial sebesar Rp.50,000,- (lima puluh ribu 
rupiah) untuk setiap sumur bor;

b. Untuk usaha komersial sebesar Rp.lOO.OOO,- (seratus ribu 
rupiah) untuk setiap sumur bor.

(2) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemegang ijin 
dikenakan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 
ayat (3) s/d ayat (6) dan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini diberikan 
biaya operasional sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan 
retribusi Ijin Pemboran dan Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah.

Pasal 19

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, pemegang ijin Pengambilan 
Air Bawah Tanah untuk keperluan irigasi/pengairan pedesaan dikenakan 
iuran sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 20

Semua hasil penerimaan biaya perijinan dan retribusi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah ini, setelah dikurangi 
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biaya operasional diperinci sebagai berikut;
a. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 

setempat sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
b. Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebesa 

50 % (lima puluh perseratus)

BABVI

PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini perlu adanya 
pengawasan operasional.

(2) Dengan tidak mengurangi kewenangan dari Direktorat Jenderal 
Geologi dan Sumber daya Mineral, Direktorat Geologi Tata Lingkungan 
dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi maka pe­
ngawasan atas pelaksanaan pemboran dan pemakaian Air Bawah Tanah 
dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
meliputi:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan kepada Instan- 
si/Lembaga Pemerintah dan Swasta;

b. Pengawasan terhadap saran teknik yang tercantum dalam Surat 
Ijin Gubernur Kepala Daerah, baik untuk pelaksanaan pem­
buatan maupun perbaikan/penyempurnaan sumur bor;

c. Pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan tatanan Air 
Bawah Tanah pada umumnya;

d. Pengawasan dalam rangka penertiban pengambilan Air Bawah 
Tanah, baik yang telah mendapatkan ijin maupun tanpa ijin;

e. Pengawasan dalam rangka penertiban kegiatan perusahaan 
pemboran Air Bawah Tanah.

(3) Untuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, 
Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta serta perusahaan pemboran Air 
Bawah Tanah dan pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib 
menerima dan memperlihatkan data lengkap hasil kegiatannya kepada 
petugas pengawas.
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(4) Pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pengawasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, diserahkan 
kepada Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan/mengikut ser­
takan semua unsur yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-un- 
dangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindakan pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh 
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah 
yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana.

2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan.

3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka.

4. Melakukan penyitaan benda atau surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter­
sangka dan saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petun­
juk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peris­
tiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
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melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
Umum, tersangka atau keluarganya.

9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper­
tanggung jawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap 
tindakan tentang:

a. Pemeriksaan tersangka.

b. Pemasukan rumah.

c. Penyitaan benda.

d. Pemeriksaan surat.
e. Pemeriksaan saksi.
f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada 

Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2(1) dan (4), Pasal 3 ayat (3), Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 
17 ayat (1), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam 
dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
adalah pelanggaran.

Pasal 25

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan tindakan berupa 
penutupan/penyegelan dan perampasan terhadap alat-alat yang dipakai 
untuk pengambilan Air Bawah Tanah.
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BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Barang siapa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah 
melakukan pengambilan Air Bawah Tanah, dalam waktu selambat- lambat­
nya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus 
mengajukan permohonan ijin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala 
Daerah.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan 
yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku 
lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di:SEMARANG 
Pada tanggal: 8 Oktober 1985.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah 
Ketua

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah

ttd. ttd.

IR. SOEKORAHARDJO ISMAIL

314



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat 'Keputusan 
tanggal 11 April 1986 Nomor 69033-384

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 15 tanggal 27 Mei 1986 Seri B No. 4.

Sekretaris wilayah/Daerah

ttd.

Drs.Soenartedjo

NIP. 010021090
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LAMPIRAN: Peraturan Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor: 5 Tahun 1985.

TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. Usaha Non Komersial
“H
No. JENIS 

PEMAKAIAN

------- VMWHUAlLdANAi&mMi------- THHF 
MUM 
TAMP 
PER 

BUKAN

KETEB 
NGAN• •/d

IMM3
Ml i/d
2HM3

Mlt/d
MSMJ

Mli/d
4NMJ

4»ia/d
SMM3

nis/d 
Kaatas

1. Rumah tangga tidak 
dipu 
ngiit.

Rp. 15,- Rp.16,- Rp.17,- Rp.18,- Rp.19,- Rp.3000

1 Kantor Pemerintah, 
asrama.

RplS,- Rp.16,- Rp.17,- Rp.18,- Rp.19,- Rp 20,- RpJOOO

3. Tempat-tempat 
Ibadah

Rp.O,- Rp.O,- Rp.O,- Rp.0,- Rp.O,- Rp.O,- Rp.O

II. Usaha Komersial

No. JENIS 
PEMAKAIAN

VOLUME PEMAKAIAN AIR PER M3 MINI­
MUM 
TA1IP 
rat 

BULAN

KET
• a/d

SMM3
Mla/d 
1S00M3

1W1 a/d
19MM3

15*1 t/d
2***M3

nui/d
29MM3

2SUa/d 
KmUm

1. 
2.

3
4
5

6.

Industri 
Petemakan/Pertani 
an, Perikanan 
PDAM 
Pertambangan 
Usaha Perkotaan 
dan untuk 
kepentingan lain 
Warung Air

Rp. 40,
Rp. 20,

Rp. 15,
Rp. 40,
Rp. 30,

Rp. 20,

Rp. 50,
Rp. 30,

Rp. 15,
Rp. 50,
Rp. 40,

Rp. 20,

Rp. 60,
Rp. 40,

Rp. 15,
Rp. 60,
Rp. 50,

Rp. 20,

Rp. 70,
Rp. 50,

Rp. 15,
Rp. 70,
Rp. 60,

Rp. 20,

Rp. 80,
Rp-60,

Rp. 15, 
RpiTO,
Rp. 60,

Rp. 20,

Rp. 90,
Rp. 70,

Rp. 15,
Rp. 90,
Rp. 80,

Rp. 20,

Rp>vmn
Rp.10000

RpJOOOO
Rp.10000

Semarang, 8 Oktober 1985
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Jawa Tengah

Ketua
ttd. ttd.

IR. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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PENJELASAN 
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH 
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

1. PENJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka untuk memberikan lan- 

dasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah untuk mengadakan penertiban, pengendalian dan 
penataan kembali serta pengawasan terhadap Pengambilan Air Bawah 
Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sesuai dengan pola 
pengelolaan Air bawah Tanah yang didasarkan atas asas kemanfaatan, 
keseimbangan dan kelestarian.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan 
sebagai pertimbangannya disebutkan bahwa air beserta sumber-sum­
bernya termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya adalah karuni 
Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan 
dibutuhkan sepanjang masa, baik di bidang ekonomi, sosial maupun 
budaya. Oleh karena itu sebagai landasan pokok dalam rangka tata pe­
ngaturan air. Pasal 3 ayat (1) Undang- undang tersebut dinyatakan 
bahwa air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh Negara.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 ter­
sebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan pemerintah ini, wewenang 
yang timbul dari hak penguasaan negara atas air dan atau sumber yang 
berada di Wilayah-wilayah sungai atau bagian-bagian dari wilayah su­
ngai di dalam suatu Daerah, dilimpahkan dalam rangka tugas pemban­
tuan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) 
menegaskan bahwa pengambilan Air Bawah Tanah untuk pengunaan 
airnya pada batas kedalaman tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan
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Ijin Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat petunjuk-petunjuk 
teknik dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pertam­
bangan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah mengeluarkan 
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 6 Nopember 1973 
Nomor Hukum. G.233/1973—55/1/1 sebagai dasar pertimbangan adalah 
di beberapa Daerah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah masih 
sangat kekurangan air, terutama untuk kepentingan rumah tangga/air 
minum dan pengairan yang dapat menghambat terlaksananya pemba­
ngunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian ijin pengambilan Air Bawah Tanah oleh Gubernur 
Kepala Daerah ini dipertegas kembali dalam Pasal 11 Peraturan 
Menteri Pertambangan dan Energi Nomor O3/P/M/pertamben/1983, 
tanggal 15 Desember 1983 tentang pengelolaan air bawah tanah.

Atas pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan 
pemakaiannya, kepada pemegang ijin dikenakan biaya perijman dan 
iuran. Pungutan ini merupakan sumber pendapatan pemerintah Propin­
si Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, dan hal ini sejalan dengan ketentuan 
pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Pemerintahan di Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah dapat 
mengadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapat Daerah. Maka 
wajarlah dalam usaha memperbesar potensi keuangan Daerah untuk 
meningkatkan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te­
ngah, perlu dilakukan usaha-usaha penggalian sumber-sumber Pen­
dapatan Daerah baru.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 
perlu adanya pengaturan Air Bawah Tanah di Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah dengan Pengaturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 sub a s/d c : Cukup jelas.
Sub d : Ijin usaha perusahaan Pemboran Air Bawah 

Tanah ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Geologi dan sumber Daya Mineral dan Direktur 
Direktorat Geologi Tata Lingkungan sesuai de­
ngan klasifikasi instalasi bor.

Sub e s/d k 
Pasal 2 ayat (1)

: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan irigasi dalam Peraturan

318



Daerah ini adalah irigasi yang bersumber dari Air 
Bawah Tanah yang kewenangannya berada pada 
Menteri Pertambangan dan Energi.

ayat (2) dan 
ayat(3) 

Pasal 3 ayat (1)
ayat(2)

: Cukup jelas
: Cukup jelas.
: Terhadap pengambilan Air Bawah Tanah untuk 

keperluan rumah tangga dengan kebutuhan lebih 
dari 100 (seratus) meter k ibik sebulan, harus men­
dapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

ayat(3)
Pasal 4 s/d 7
Pasal 8 ayat (1)

: Cukup jelas.
: Cukup jelas
: Persetujuan perpanjangan Ijin Pengambilan Air 

Bawah Tanah hanya dapat diberikan apabila kon­
disi fisik tanah dan keadaan sekitar tempat pe­
ngambilan Air Bawah Tanah dimaksud masih 
memungkinkan dari segi teknis pengairan dan 
geologi.

ayat (2)
Pasal 9 s/d 18
Pasal 19

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu dan 

mendorong rakyat pedesaan untuk meningkatkan 
dan mengembangkan pertanian dipedesaan.

Pasal 20 : Perimbangan pembagian hasil penerimaan ini 
dimaksud agar Pemerintah kabupaten/- 
Kotamadya Daerah Tingkat II juga mempunyai 
tanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan 
Daerah Ini di Daerahnya masing-masing.

Pasal 21 ayat (1) 

ayat (2) 
huruf a

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan Swasta adalah
: Swasta yang mendapatkan penugasan dari Direk­
torat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral.

ayat (3) : Petugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ini dilengkapi surat tugas dari Guber­
nur Kepala Daerah dan dapat masuk halaman atau
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ditempat lain dimana pengambilan Air Bawah 
Tanah dilakukan.

Pasal 22 s/d 25
Pasal 26

: Cukup jelas.
: Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang telah 

mempunyai ijin maupun belum.
Pasal 27 dan 28 : Cukup jelas.
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